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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR : PER- 23/BC/2011

TENTANG

TATA CARA REKONSILIASI PENERIMAAN
PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat, laporan keuangan perlu disajikan
dengan wajar sehingga diperlukan antara lain data penerimaan
yang wajar;

. bahwa untuk memperoleh data penerimaan yang wajar

diperlukan proses rekonsiliasi data penerimaan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Rekonsiliasi
Penerimaan Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3687);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4313);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2004
tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat
Jenderal Bea Dan Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang
Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang
Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang
Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara
Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka
Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan
Penerimaan Negara Yang Berasal dari Pengenaan Denda
Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TATA CARA REKONSILIASI PENERIMAAN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Kantor adalah Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, meliputi:
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a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya;

c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
d. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; atau
e. Balai Penelitian dan Identifikasi Barang.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.

Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut
DJPB, adalah unit eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah DJPB, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB,
adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya
disebut KPPN, adalah instansi vertikal DJPB yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJPB
dan dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan
yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti
untuk menghasilkan data akuntansi.

BABII
RUANG LINGKUP REKONSILIASI

Pasal 2

Rekonsiliasi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini
merupakan Rekonsiliasi atas data penerimaan, yang meliputi:

a.

bea masuk, termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk
pembalasan;

bea keluar;

cukai;



A

denda administrasi;
bunga bea keluar;
pendapatan pabean lainnya;

pendapatan cukai lainnya; dan

- oo

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut dan
diterima melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 3
Rekonsiliasi terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu:
a. Tingkat kantor, yaitu Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kantor;

b. Tingkat Wilayah, yaitu Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kantor
Wilayah bersama dengan Kantor; dan

c. Tingkat Pusat, yaitu Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kantor
Pusat bersama dengan Kantor Wilayah dan Kantor.
Pasal 4
(1) Kantor melakukan Rekonsiliasi setiap bulan.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Pejabat Bea dan Cukai:

a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan pada Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

b. Kepala Seksi Perbendaharaan pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Tipe A1, A2, dan A3;

c. Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B;

d. Kepala Subbagian Umum pada Pangkalan Sarana Operasi Bea
dan Cukai dan Balai Penelitian dan Identifikasi Barang;

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan asistensi oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pusat.
Pasal 5
(1) Kantor Wilayah melakukan Rekonsiliasi setiap triwulan.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai.

(3) Rekonsiliasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan asistensi oleh Kantor Pusat.
Pasal 6
(1) Kantor Pusat melakukan Rekonsiliasi setiap semester.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan
dan Cukai.

Pasal 7

(1) Jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
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a. Rekonsiliasi tingkat kantor dilaksanakan paling lambat dalam
5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya;

b. Rekonsiliasi tingkat wilayah dilaksanakan paling lambat
dalam 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan setelah periode
triwulan berakhir; dan

c. Rekonsiliasi tingkat pusat dilaksanakan paling lambat dalam
15 (limabelas) hari kerja pada bulan setelah periode semester
berakhir.

(2) Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat kantor, wilayah, dan pusat
dalam periode yang sama dapat dilakukan secara bersamaan.

(3) Jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan jadwal pelaksanaan Rekonsiliasi pada
tingkat terendah.

BAB III
DATA REKONSILIASI

Pasal 8

(1) Data yang direkonsiliasi pada tingkat kantor adalah data
penerimaan yang dikelola oleh Pejabat Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Data yang dipergunakan sebagai data pembanding dalam
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data
penerimaan yang bersumber dari DJPB, Kanwil DJPB, atau
KPPN.

Pasal 9

(1) Data yang direkonsiliasi pada tingkat wilayah adalah data
penerimaan yang dikelola oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan
Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan data
hasil Rekonsiliasi tingkat kantor.

(2) Data yang dipergunakan sebagai data pembanding dalam
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data
penerimaan yang bersumber dari DJPB dan Kanwil DJPB.

Pasal 10

(1) Data yang direkonsiliasi pada tingkat pusat adalah data
penerimaan yang dikelola oleh Direktur Penerimaan dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2), dan hasil Rekonsiliasi tingkat wilayah dan
tingkat kantor.

(2) Data yang dipergunakan sebagai data pembanding dalam
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data
penerimaan yang bersumber dari DJPB.

Pasal 11

(1) Data penerimaan yang direkonsiliasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1)
merupakan data penerimaan yang disajikan per transaksi
pembayaran dan per jenis akun pembayaran.
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(2) Elemen data pada data penerimaan sekurang-kurangnya
meliputi:

kode kantor;

ISR

jenis dokumen dasar pembayaran;

0o

nomor dokumen dasar pembayaran;

A

tanggal dokumen dasar pembayaran;

e. jenis dokumen bukti pembayaran;

(g

nomor dokumen bukti pembayaran;

tanggal dokumen bukti pembayaran;

=

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Nomor
Transaksi Bank (NTB), dan/ atau Nomor Transaksi Pos (NTP);

i. tanggal NTPN;
j. kode akun; dan
k. nilai penerimaan.

(3) Dokumen dasar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, huruf ¢, dan huruf d merupakan dokumen dasar
pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang
Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara
Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka
Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan
Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda
Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-05/BC/2009.

(4) Dokumen bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e, huruf f, dan huruf g meliputi:

a. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP);
b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

c. Bukti Penerimaan Negara (BPN); atau

d. dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IV
METODE REKONSILIASI

Pasal 12

(1) Rekonsiliasi dilakukan dengan cara mencocokkan elemen data
penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
dengan elemen data pembanding yang bersumber dari DJPB,
Kanwil DJPB, dan KPPN.

(2) Proses Rekonsiliasi dilakukan secara berurutan dengan metode
yaitu:

a. metode-1, menggunakan elemen data NTPN, Tanggal NTPN,
Akun dan Nilai;

b. metode-2, menggunakan elemen data NTPN, Akun dan Nilai;
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c. metode-3, menggunakan elemen data NTPN, Tanggal NTPN,

dan Nilai;

d. metode-4, menggunakan elemen data Tanggal NTPN, Akun
dan Nilai;

e. metode-5, menggunakan elemen data NTB / NTP, Akun, dan
Nilai;

f. metode-6, menggunakan elemen data NTPN dan Nilai;

g. metode-7, menggunakan elemen data Bulan NTPN, Akun,
dan Nilai;

h. metode-8, menggunakan elemen data NTPN;

(3) Proses Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan secara manual atau elektronik.

(4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam kertas kerja dan dibuatkan Berita Acara
Rekonsiliasi.

(5) Ketentuan mengenai tata cara Rekonsiliasi ditetapkan dalam
Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

(6) Bentuk dan isi kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Bentuk dan isi Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BABV
PELAPORAN HASIL REKONSILIASI

Pasal 13

(1) Kepala Kantor selain Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
melaporkan pelaksanaan Rekonsiliasi kepada Kepala Kantor
Wilayah paling lambat 6 (enam) hari kerja pada bulan berikutnya,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan  pelaksanaan  Rekonsiliasi periode  bulanan
disampaikan dengan dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi dan
kertas kerja D (Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi);

b. laporan pelaksanaan Rekonsiliasi periode triwulan
disampaikan dengan dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi dan
seluruh kertas kerja.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melaporkan
pelaksanaan rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai paling lambat
6 (enam) hari kerja pada bulan berikutnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. laporan  pelaksanaan Rekonsiliasi  periode  bulanan
disampaikan dengan dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi dan
kertas kerja D (Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi);
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b. laporan pelaksanaan Rekonsiliasi dalam periode semester
disampaikan dengan dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi dan
seluruh kertas kerja;

(3) Hasil Rekonsiliasi tingkat kantor digunakan sebagai bahan dalam
menyusun Laporan Keuangan Kantor oleh:

a) Kepala Bagian Umum pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai;

b) Kepala Subbagian Umum pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A, Pangkalan Sarana
Operasi Bea dan Cukai, dan Balai Penelitian dan Identifikasi
Barang; dan

c) Kepala Urusan Umum pada Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B.

Pasal 14

(1) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan Rekonsiliasi
kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai paling lambat dalam 11
(sebelas) hari kerja pada bulan setelah periode triwulan berakhir,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. laporan  pelaksanaan Rekonsiliasi periode triwulan
disampaikan dengan dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi dan
kertas kerja D (Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi);

b. laporan pelaksanaan Rekonsiliasi dalam periode semester
disampaikan dengan dilampiri Berita Acara Rekonsiliasi dan
seluruh kertas kerja.

(2) Hasil Rekonsiliasi tingkat wilayah digunakan sebagai bahan
dalam menyusun Laporan Keuangan Kantor Wilayah oleh
Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, dan sebagai
bahan koreksi Laporan Keuangan Kantor.

Pasal 15

Hasil Rekonsiliasi tingkat pusat digunakan sebagai bahan dalam
menyusun Laporan Keuangan Kantor Pusat oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan sebagai bahan koreksi
Laporan Keuangan Kantor Wilayah dan Kantor.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Rekonsiliasi
periode semester pertama Tahun 2011 dilakukan pada tingkat pusat
dengan ketentuan:

a. Kantor menyiapkan data penerimaan periode semester pertama
Tahun 2011 yang telah dituangkan ke dalam Kertas Kerja A
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
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b. Kantor Wilayah menyiapkan data penerimaan yang dikelola
pada periode semester pertama Tahun 2011 dan dituangkan ke
dalam Kertas Kerja A sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IT yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

c¢. Kantor Pusat:

1) menyiapkan data penerimaan yang dikelola pada periode
semester pertama Tahun 2011 dan dituangkan ke dalam
Kertas Kerja A sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;

2) menyiapkan data pembanding yang bersumber dari DJPB,
Kanwil DJPB, dan KPPN.

Pasal 17
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli
2011.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juni 2011

DIREKTUR JENDERAL,
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NIP 19670329 199103 1 001
Salinan Sesuai dengan Aslinya,
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Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER- 23/BC/2011 tentang Tata Cara Rekonsiliasi
Penerimaan Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

TATA CARA REKONSILIASI

METODE REKONSILIASI

Proses rekonsiliasi data penerimaan dilaksanakan dengan 8 (delapan) tahapan metode
rekonsiliasi yang diterapkan secara berurutan, yaitu:

A.

Metode-1:

1. Melakukan proses pencocokan dengan elemen data NTPN, Tanggal NTPN, Akun,
dan Nilai Penerimaan;

2. Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A.1.

Metode-2:

1. Atas data yang tidak sesuai pada tahap Metode-1 dilakukan proses pencocokan
dengan elemen data NTPN, Akun, dan Nilai Penerimaan;

2. Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A.2.

Metode-3:

1. Atas data yang tidak sesuai pada tahap Metode-2 dilakukan proses pencocokan
dengan elemen data NTPN, Tanggal NTPN, dan Nilai Penerimaan;

2. Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A.3.

Metode-4:

1. Atas data yang tidak sesuai pada tahap Metode-3 dilakukan proses pencocokan
dengan elemen data Tanggal NTPN, Akun, dan Nilai Penerimaan;

2. Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A 4.

Metode-5:

1. Atas data yang tidak sesuai pada tahap Metode-4 dilakukan proses pencocokan
dengan elemen data NTB / NTP, Akun, dan Nilai Penerimaan;

2. Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A.5.

Metode-6:

1. Atas data yang tidak sesuai pada tahap Metode-5 dilakukan proses pencocokan
dengan elemen data NTPN, dan Nilai Penerimaan;

2. Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A.6.

3. Terhadap data dalam Kertas Kerja A.6 dilakukan penelusuran Dokumen Sumber,
dengan ketentuan:
a. Data yang sudah ditemukan Dokumen Sumbernya, dituangkan kedalam Kertas

Kerja A.6.1;
b. Data yang belum ditemukan Dokumen Sumbernya, dituangkan kedalam Kertas
Kerja A.6.2.
Metode-7:

1. Atas data yang tidak sesuai pada tahap Metode-6 dilakukan proses pencocokan
dengan elemen data Bulan NTPN, Akun, dan Nilai Penerimaan;
2. Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A.7.
3. Terhadap data dalam Kertas Kerja A.7 dilakukan penelusuran Dokumen Sumber,
dengan ketentuan:
a. Data yang sudah ditemukan Dokumen Sumbernya, dituangkan kedalam Kertas
Kerja A.7.1;
b. Data yang belum ditemukan Dokumen Sumbernya, dituangkan kedalam Kertas
Kerja A.7.2.



H. Metode-8:

1.

2.
3.

Atas data yang tidak sesuai pada tahap Metode-7 dilakukan proses pencocokan

dengan elemen data NTPN;

Menuangkan data yang sesuai ke dalam Kertas Kerja A.8.

Terhadap data dalam Kertas Kerja A.8 dilakukan penelusuran Dokumen Sumber,

dengan ketentuan:

a. Data yang sudah ditemukan Dokumen Sumbernya, dituangkan kedalam Kertas
Kerja A.8.1;

b. Data yang belum ditemukan Dokumen Sumbernya, dituangkan kedalam Kertas
Kerja A.8.2

II. TATA KERJA REKONSILIASI TINGKAT KANTOR
A. Kantor:

1.

2.

3.

Menyiapkan data penerimaan per transaksi pembayaran dan per akun penerimaan

sesuai periode rekonsiliasi dan dituangkan dalam Kertas Kerja A.

Menerima data pembanding dari Kantor Pusat dan / atau dari KPPN mitra kerja

sesuai periode rekonsiliasi dan dituangkan dalam Kertas Kerja A.0.

Melakukan proses rekonsiliasi data penerimaan Kantor dengan data pembanding

secara hierarki melalui 8 (delapan) metode.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.1, A2, A3, A4, dan A5, merupakan data yang

sudah sesuai.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.6.1, A.7.1, atau A.8.1 yang telah dilakukan

penelitian dengan Dokumen Sumbernya, apabila:

a. Semua elemen data cocok dengan data pembanding maka merupakan data yang
sesuai dan dilengkapi dengan fotokopi dokumen sumber.

b. Ada elemen data yang berbeda maka diberikan catatan pada kolom keterangan
pada masing-masing Kertas Kerja, dan dilengkapi dengan fotokopi dokumen
sumber.

Setelah melalui 8 (delapan) metode rekonsiliasi, apabila:

a. Data penerimaan tidak sesuai dengan data pembanding, data tersebut
dituangkan dalam Kertas Kerja B untuk ditelusuri lebih lanjut.

b. Data pembanding tidak sesuai dengan data penerimaan, data tersebut
dituangkan dalam Kertas Kerja C untuk ditelusuri lebih lanjut.

Membuat rekapitulasi hasil rekonsiliasi dengan menuangkannya ke dalam Kertas

Kerja D.

Membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.6.2, A.7.2, A.82, B, dan C ditindaklanjuti

dengan ketentuan:

a. Untuk Kantor selain Kantor Pelayanan Utama, dijadikan sebagai bahan dalam
Rekonsiliasi tingkat wilayah; '

b. Untuk Kantor Pelayanan Utama, dijadikan sebagai bahan dalam Rekonsiliasi
tingkat pusat;

c. Dalam hal Rekonsiliasi tingkat pusat dilakukan bersamaan dengan Rekonsiliasi
tingkat wilayah dan tingkat Kantor, dijadikan sebagai bahan dalam Rekonsiliasi
tingkat pusat.

B. Kantor Wilayah:

Kantor Wilayah dapat memberikan bantuan teknis dengan memberikan pendampingan
dan monitoring atas pelaksanaan rekonsiliasi.

C. Kantor Pusat:

1.
2.

Menyediakan dan memberikan data pembanding kepada Kantor.
Kantor Pusat dapat memberikan bantuan teknis dengan memberikan
pendampingan dan monitoring atas pelaksanaan rekonsiliasi



ITI. REKONSILIASI TINGKAT WILAYAH
A. Kantor:

1.
2.
3.
4.

Menyerahkan seluruh Kertas Kerja hasil rekonsiliasi Tingkat Kantor.
Menyiapkan Dokumen Sumber yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.
Bersama-sama dengan Kantor Wilayah melakukan rekonsiliasi tahap selanjutnya.
Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi.

B. Kantor Wilayah:

1.

2.

3.

10.
11.

Menerima seluruh Kertas Kerja dari Kantor dan melakukan penggabungan Kertas

Kerja sesuai jenisnya.

Menyiapkan data penerimaan yang dikelola Kantor Wilayah per transaksi

pembayaran dan per akun penerimaan sesuai periode rekonsiliasi.

Melakukan penggabungan data pada angka 2 dengan data penerimaan Kantor pada

Kertas Kerja A.6.2, A.7.2, A8.2, dan B hasil penggabungan pada angka 1, yang

hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja A.

Menerima data pembanding dari Kantor Pusat dan / atau dari Kanwil DJPB mitra

kerja sesuai periode rekonsiliasi dan menggabungkan dengan data pembanding

pada Kertas Kerja A.6.2, A.7.2, A.8.2, dan C yang hasilnya dituangkan dalam Kertas

Kerja A.0.

Bersama-sama dengan Kantor melakukan rekonsiliasi data penerimaan dengan data

pembanding secara berurutan melalui 8 (delapan) metode.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.1, A2, A3, A4, dan A5, merupakan data yang

sudah sesuai.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.6.1, A.7.1, atau A.8.1, yang telah dilakukan

penelitian dengan Dokumen Sumbernya apabila:

a. Semua elemen data cocok dengan data pembanding maka merupakan data yang
sesuai dan dilengkapi dengan fotokopi dokumen sumber.

b. Ada elemen data yang berbeda maka diberikan catatan pada kolom keterangan
pada masing-masing Kertas Kerja, dan dilengkapi dengan fotokopi dokumen
sumber.

Setelah melalui 8 (delapan) metode rekonsiliasi, apabila:

a. Data penerimaan tidak sesuai dengan data pembanding, data tersebut
dituangkan dalam Kertas Kerja B untuk ditelusuri lebih lanjut.

b. Data pembanding tidak sesuai dengan data penerimaan, data tersebut
dituangkan dalam Kertas Kerja C untuk ditelusuri lebih lanjut.

Membuat rekapitulasi hasil rekonsiliasi dengan menuangkannya ke dalam Kertas

Kerja D.

Membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.6.2, A.7.2, A82, B, dan C dijadikan bahan

rekonsiliasi Tingkat Pusat.

C. Kantor Pusat:

1.
2.

Menyediakan dan memberikan data pembanding kepada Kantor Wilayah.
Kantor Pusat dapat memberikan bantuan teknis dengan memberikan
pendampingan dan monitoring atas pelaksanaan rekonsiliasi.

IV. REKONSILIASI TINGKAT PUSAT
A. Kantor:

1.

2.

Kantor Pelayanan Utama menyerahkan seluruh kertas kerja hasil Rekonsiliasi
tingkat Kantor.

Dalam hal Rekonsiliasi tingkat pusat dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi
tingkat wilayah dan tingkat Kantor, Kantor menyerahkan seluruh kertas kerja hasil
Rekonsiliasi tingkat Kantor.

Menyiapkan Dokumen Sumber yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.



4.

5.

Bersama-sama dengan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah melakukan rekonsiliasi
tahap selanjutnya.
Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi.

B. Kantor Wilayah:

1.
2.
3.

4.

Menyerahkan seluruh Kertas Kerja hasil rekonsiliasi Tingkat Wilayah.

Menyiapkan Dokumen Sumber yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.
Bersama-sama dengan Kantor Pusat dan Kantor melakukan rekonsiliasi tahap
selanjutnya.

Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi.

C. Kantor Pusat:

1.

9.

Menerima seluruh Kertas Kerja dari:

a. Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama serta melakukan penggabungan
Kertas Kerja sesuai jenisnya; atau

b. Kantor Wilayah dan Kantor dalam hal Rekonsiliasi tingkat pusat dilakukan
bersamaan dengan tingkat wilayah dan tingkat Kantor, serta melakukan
penggabungan Kertas Kerja sesuai jenisnya.

Menyiapkan data penerimaan yang dikelola Kantor Pusat per transaksi pembayaran

dan per akun penerimaan sesuai periode rekonsiliasi.

Melakukan penggabungan data pada angka 2 dengan data penerimaan Kantor dan

Kantor Wilayah pada Kertas Kerja A.6.2, A.7.2, A8.2, dan B hasil penggabungan

pada angka 1, yang hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja A.

Menerima data pembanding dari DJPB sesuai periode rekonsiliasi dan

menggabungkan dengan data pembanding pada Kertas Kerja A.6.2, A.7.2, A.8.2, dan

C yang hasilnya dituangkan dalam Kertas Kerja A.0.

Bersama-sama dengan Kantor Wilayah dan Kantor melakukan rekonsiliasi data

penerimaan dengan data pembanding secara hierarki melalui 8 (delapan) metode.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.1, A2, A3, A4, dan A5, merupakan data yang

sudah sesuai.

Hasil rekonsiliasi pada Kertas Kerja A.6.1, A.7.1, atau A.8.1, yang telah dilakukan

penelitian dengan Dokumen Sumbernya, apabila:

a. Semua elemen data cocok dengan data pembanding maka merupakan data yang
sesuai dan dilengkapi dengan fotokopi dokumen sumber.

b. Ada elemen data yang berbeda maka diberikan catatan pada kolom keterangan
pada masing-masing Kertas Kerja, dan dilengkapi dengan fotokopi dokumen
sumber.

Setelah melalui 8 (delapan) metode rekonsiliasi, apabila:

a. Data penerimaan tidak sesuai dengan data pembanding, data tersebut
dituangkan dalam Kertas Kerja B untuk ditelusuri lebih lanjut.

b. Data pembanding tidak sesuai dengan data penerimaan, data tersebut
dituangkan dalam Kertas Kerja C untuk ditelusuri lebih lanjut.

Membuat rekapitulasi hasil rekonsiliasi dengan menuangkannya ke dalam Kertas

Kerja D.

10. Membuat dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi.

Salinan Sesuai dengan Aslinya, DIREKTUR JENDERAL,

Sekretaris Direktorat Jenderal

wb. ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KERTAS KERJA A
RINCIAN DATA PENERIMAAN (DATA AWAL)
PERIODE .....ccovvriettereree eve ev et e e e essen sen sve sve sen one ees (4)

“wo%ﬂﬁm&‘.—?&w ODDP

e e
~Tgl.DBP |

Wajib w»%uh -

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor PER- 23/BC/2011 tentang tentang Tata Cara
Rekonsiliasi Penerimaan Pada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

REKONSILIASI TINGKAT ..ottt ettt et et e s e e cn et aee ees ses svesae seene (3)

Tgl NTPN. Al | Nilai

wb1 .| #tgl.dbpl | ntb ntpl

- tglnipnl

| akeni | e

10

12 13 14




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT .ottt vttt i et s crn e sen e sen s sancessss snnsnsas (3)

Kode H@Emow_ Jenis .DU,U% ‘

RINCIAN DATA PEMBANDING (DATA AWAL)
PERIODE ......ooveieveceeieevenecneereesas e sennn snesensnssnene ()

KERTAS KERJA A.0

kd_ktrl

jns_ddpl

2

. Nomor C..Ow .Hm~ DDP

v emser———

 Wajib Bayar

ME&P -

11




KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.

REKONSILIASI TINGKAT ..ottt tee et e it s st i vee e sin vee s aee se ne sos sne sae eos senee (3)

KERTAS KERJA A.1
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-1)
PERIODE ....vvvvee v eveeeee e eee seemes s svsnnssss e e eve snenen (4)
DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING
No. | Kode Kantor | Jenis JDDP |- Nomor DDP .| Tgl. DDP | Wajib/Bayar |- Jenis DBP | Nomor DEP | Tgl. DBP | NTB /NIP NTPN| Tgl: NTPN * Ak ‘,Z‘ﬁ»m { Kode Kantor | Jenis NDDP'| ‘Nomor DDP: | Tgh DDP | Wajib Bayar | NTB/NTP | NIPN | Tgk NTPN | Akun | Nilai
no kd_kt1 jns. ddp1 no_ddp1 wbl josdbpl | - no dbpl ntpnl | tgl ntpnl- | akunl {nilail | - kd kir2 jns_ddp2. - mo ddp2 tgl ddp2 ~wb2 ntb_ntp2 | -ntpn2 -} gl ntpn2 f akun2inilai2
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

e (2)

REKONSILIAST TINGKAT ..cciiiiiiie i e ere s encsieeen e ses s sas sessas o0 sie ses am eve me ene ane enenn (3)

KERTAS KERJA A.2
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-2)
PERIODE ..o cveeris s et ereesses e evnssnssvesss s e svsen v (@)

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING
No. | Kode Kantor | Jenis DDDP | Nomor DDP | - Tgl:DDP | Wajib Bayar Jenis DBP | Nomor DBP | TgL. DBP | NTB/NTP |'NTPN | Tgl. NIPN | Akun | Nilai Kode Kantor | Jenis NDDP | Nomor DDP | Tgl. DDP | Wajib Bayar | NTB/NTR [ [NTPN | Tgk ' NTPN | Akun | Nilai
S0 | kd kil ins ddpl no.ddpl | tgl ddpl no dbpl | tgl dbpl| ntb ntpl | mtpni| fglnipni |akund|nitail| ~ kd k2 | jus ddp? | mo ddp2 | fgl ddp2 wh2 ntb nip2 | ntpn2 | tgl nipnZ | akun? |nilai2
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGEKAT ..ottt re it sie cee ses ses ses sns ses sos oe sas sss svs sns sas son suesusss (3)

KERTAS KERJA A3

RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-3)

DATA PENERIMAAN

no

‘No, .Ranﬁﬁwunﬁ

Zoi&"ﬂcm i

Wajib Bayar | Jenis DBP | Nosor DBP | Tgl- DBE| NTB/NTP | NTEN

DATA PEMBANDING

Jenis CDDP: TgL.DDP
Kd kil jnsddpl | mo ddpl | gl ddpl whi _jns dbp1 ‘ no_dbp1 | tgl dbpl | “ntb_ntpl | nipni |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis NDDP

nilait - kd_ki2

ins_ddp2

14

15

16

~ no ddp?

gl ddp?

Nomot DDP | Tgl: DDP | Wajib Bayar | NTB/NTP | NTPN .| Tgl. NTEN | Akun | Nifai

18

ﬁwxﬂa‘ﬁm‘ :

ﬂ.m.::n

22




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT ....c.uvrerereanennsnnesss evesusensses s sesmeeveeves ses saserssnssnesnesnssne sonee (3)
KERTAS KERJA A.4
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-4)
PERIODE ....ovovveveetietieeiereervennns sen svsnesnesnesneanesvs sesne ens (8)

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING

—

Jenis IDDP. | Nomor DDP. | Tgl. DDP | WajibBayar | Jenis DBP | Nomor DBP | Tgl DBP | NTB/NTP | NTPN| Tgl. NTPN | Akun | Nilai| Kode Kantor

Tgl NIPN | Akun|Nilai
tl ntpn2, o | rilaiz |
23 24

22

No. | Kode Kantor ‘Jenis NDDP | Nomor DDP | Tgl. DDP | Waijib Bayar

no_ddpl tglddpl | whbl jns_dbpl no_dbpl. | tgl dbpl akunl|nilai1] - kd k&2 . jns_ddp2 no_ddp2 _ »w—ln&ww wb2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT ...uuuiiierteeemennirinssieeerisssons sossssseesnsass sse sossenssssrssrasesses sanes (3)
KERTAS KERJA A5
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-5)

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING

No. | Kode Kantor | Jenis GDDP | ‘Nomor DDP. | Tgl. DDP | Wajib Bayar | Jenis DBP | Nomor DBP | Tgl. DBR| NTB/NTP | NTPN| Tgl. NTPN | Akun| Nilai | Kode Kantor

Jenis NDDP. | Nomor DDP | Tgl. DDP | Wajib Bayar | NTB/NTP| NTPN | Tgl NTPN-
wm.wwwvﬁu no.dbpl. | tgl dbpl| ntb ntpl ‘ ; L ntpnl ‘kd k&2’ | jns ddp2 | - no ddp2 Tladpr | whr ntb_ntp2. | nipn2 tglntpn2 . | akun? nilaiz
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22

10 4 kd Kbl jns_ddpl g - K | wbl -
2 3




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIAST TINGKAT .....ountiiiiieiieiiiiissieii e ne cee v sen seesnssaeene sss e enn ses ses son ane somsnens (3)
KERTAS KERJA A.6
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-6)
DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING
No. | Kode Kantor | Jenis BDDP Nomor DDP | Tgl, DDP | Wajib Bayat | Jenis DBP Nomor DBP |-Tgl. DBP NIB/NTP ‘xomwwm‘usq JenisNDDP. Nomor DDP | Tgl. DDP | Wajib Bayar

. kd kol jns_ddp1

no. ddpl

2

3

tgliddpl

wbi

jns_dbp1- no dbpl :
7 8

dbpl|  nth ntp1

ki ktZ | jns ddp? | no ddp2 | tglddpz | wh2
15 16 17 18 19




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT ... vcvvveeves e s aveevseresesansaessessesses s e sns svs snssesssssessresne sme seene (3)
KERTAS KERJA A.6.1
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-6)
(DOKUMEN SUMBER TELAH DITEMUKAN)
PERIODE ......ovournreereereenncveeve et eresnesve svesnssnesvrmessenses en (8)

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING

-No..| Kode Kantor | Jenis UDDP ¢ Nomor DDP Tgl. DDP. | Wajib wmv,&-n Jenis DBP-| Nomor DBP | Tgl. DBP | NTB/ NTP

=

NIPN| Tgl. NTPN | Akun | Nilai| Kode Kantor | Jenis NDDP | Nomor DDP | Tgl. DDP | Wajib Bayar | NTB/NIP| NIPN | Tgl NIPN | Akun|Nilai | KETERANGAN

no kd_kirl jos. ddp1 ‘no ddpt ._mo_dbpl. | gl dbpl| ntb.nipl | ntpnl | - fgl atpnl | akund|nilai1} - kd ko2 jns_ddp2 no_ddp2 "} gl ddp2 wb2 | ntb_ntp2 | -nepn2 tgl ntpn2 | akun2|nili2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KETERANGAN:
Kolom keterangan diisi dengan:
jika tanggal NTPN dan / atau akun pada data penerimaan sudah sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan dokumen dasar pembayaran

- Huruf "b", jika tanggal NTPN dan / atau akun pada data penerimaan belum sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan dokumen dasar pembayaran (data pembanding sudah sesuai)
- Huruf "x", unfuk keterangan lainnya (disertai penjelasan secara singkat pada kolom keterangan)



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKALI
)

REKONSILIASI TINGKAT ...cvveviaecveevtve e evnensas e eve st s san svses s snsvssesssesassrssessessens (3)
KERTAS KERJA A.6.2
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-6)
(DOKUMEN SUMBER BELUM DITEMUKAN)
PERIODE ....vuevvetieeie e cveees sesssnes s s s e svn snnsnesssnss s (4)

DATA PENERIMAAN * DATA PEMBANDING
Zcﬁ Kode Kantor | Jenis UDDP | < Nomor DDP Tgl DDP 1 'Wajib Bayar | Jenis DBP | Nomor DEP .Hm“— DBP| NTB /NTP NIPN i Igl. NIPN | Akun mew Wona Nwrnon umumm NDDP | Nomor @me Tgl. DDP | Wajib Bayar | NTB/NTP.| ZHwZ -f Fgl. NIPN | Akun | Nilai
no. kd Kl - jns_ddpl no_ddpl tgl ddpl “ “wbi' s dbpl no_dbpl. | tgl.dbpl |
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ntb.ntpl [ ntpnl | iglntpnt. |akuni nilail] - kd ka2 jns ddp2 no.ddp2 .} tgl.ddp2 || wb2 nth_np2 | ‘nipn2 tgl_ntpn2 | akan2{nila2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIAST TINGKAT ...cvevnsvveses s vos s aessossasansrssvssesses s e saate ase ssssesses sne sresnsns (3)
KERTAS KERJA A.7
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-7)
PERIODE ......uovvetuerierieeaeenneane eveevesaesaeasesvesresreseesnesne oo (8)

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING

JNIPN} Tgl. NIPN | Akun | Nilai | Kode Kantor | Jenis NDDP | Nomor DDP | Tgl: DDP | Wajib Bayar | NIB/NTP | 'NIPN

No. m.‘&»w@@;?:an_‘u‘u‘mm Nomor DDP | TgL DDP | Wajib Bayar | Jenis DBP | Nomor DBP | Tgl. DBP| NTB/NTP

wipul | tolntpnt | akuni [nilail] - kA k62 | jns ddp2 |, no.ddp2. | fl dap? | wbi - | atbntp2 | atpaz
. 17 18 19 20 21

no | kd_kirl. jng ddp1 no.ddpl. | tpl ddpt wh1 3] jnsidbpt ] ntb_ntpl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIAST TINGKAT ....ovveniitieanittnves cercss st sntsersss e svn see ses sss sosses ses see ses ss ann seasnecs (3)
KERTAS KERJA A.7.1
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-7)
(DOKUMEN SUMBER TELAH DITEMUKAN)

DATA PEMBANDING 57 ]

DATA PENERIMAAN

Tl 'NTPN | Akun|

No. |"Kode Kantor | Jenis ODDP | Nosor DDP Wajib Bayar | Je | Nomor DBP | Tl DB | NTB/NTP | NTPN

Kode Kantor | Jenis NDDP | NomorDDP | Tgl. DDP | Wajib Bayar | NIB/NTP | NTPN' | Tgl ' NTPN | Akun | Nitai | KETERANGAN

vocf kd kel U} jns ddpl |- no ddple| #ghddpl [T whi- . | jus dbpi¥

no-dbpl " | tgl dbpL! nib ntpl | nepnl | _tgl atpnl- kd ko2 4 jns ddp2 | no ddp2 | telddp2 |  wh2 . " [ 'ntbontp2 | ntpn2 | tglntpn2 | akan2]nilaiz}
1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10 11 12 13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | 24 25

KETERANGAN:

Kolom keterangan diisi dengan:
- Huruf "¢", jika NTPN dan / atau tanggal NTPN pada data penerimaan sudah sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan dokumen dasar pembayaran
- Huruf"d", jika NTPN dan / atau tanggal NTPN pada data penerimaan belum sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan dokumen dasar pembayaran (data pembanding sudah sesuai)
- Huruf "x", untuk keterangan fainnya (disertai penjelasan secara singkat pada kolom keterangan)



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIAST TINGKAT ....cvuotueereee eve et saeeae et ere ens sresue sve sae svs sae sun sue sve srssnsanssnssonnsens (3)
KERTAS KERJA A.7.2
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-7)
(DOKUMEN SUMBER BELUM DITEMUKAN)
PERIODE ......covurtvecee e e e eaeeae s e venensen ene anseen vnnen sen ()

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING

kd ktrl

No. ;Wc&m Kantor | Jenis ODDP:|. ‘Nomor Dbp ‘ .Hw_z Dpp

‘wmiw” NDDP

Nomor DDP. | Tgl:DDP.| Wajib Bayar.| NTB/NTP

NTPN | Tgli : NTEN. | Akun

"Wajib Bayar | Jenis DBP | Nomor DBP | TgL DBP | NTB/NTP | NIPN | Tgl. NTPN | Akun Nitai] Kode Kantor Nilai
jns_.ddpl o _ddpl | tgl.ddpl whbi lu..amhmvmi no_dbpi | tgl-dbpl . tgl_ntpnl . [akunl kd_ku2 jos.ddp2 .. no._ddp2 g1 ddp2 wh2 @avr:alvlnl ll-.mnmin am)nnw:w { akun2| nilai2:
3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL

REKONSILIASI TINGKAT ....uuee v v eeeaees st et ave aassesas s s anssne snssnsnesresnsses s sns s sases (3)
KERTAS KERJA A.8
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-8)
PERIODE ...o.ovvvrrinries s eveere sneneeesnesssssnesses saesvssvsnnenes (8)

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING

Z@&_“‘_Ac&‘m‘ﬂgnﬁ Jenis NDDP | Nomor DDP b 'fol. DDP:| Wajib Bayar:{ NTB/NIP | NIPN | Tgl.. NTPN

Nomor DDP.| Tgl. DDP |- Wajib Bayar | Jenis. DBP. | Nomor DBP | Tgl. DBP

‘No. | Kode Kantor | Jenis CDDP 1gl NTPN | Akun

no_ddp2 | tglddp2 | wh? ath.ntp2 | intpn2 | tglinipn2
17 18 19 20 21 22

no
1 2 3 4

| jnsiddpl no-ddpl _tgl ddpl _ wbl 1 jns dbpl | no_dbpl: |4
5 8

tgl ntpnl akunk|nilail] o kd k2 jns.ddp2 |
6 7 16

12 13 14 15




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT ...ccuvuurtirtareaeaee st st ssensnsssesss oo sassve sns snssnssnsnse es snssus sns senee (3)
KERTAS KERJA A.8.1
RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-8)
(DOKUMEN SUMBER TELAH DITEMUKAN)
PERIODE ....ooceeteeteare et ceeeteeeeee e s sev e ees s ses s s s s (4)

DATA PENERIMAAN DATA PEMBANDING
NTPN| Tgl.. NIPN | Akun | Nifai | Kode Kantor | Jenis NDDP | Nomor DDP:| Tgl. DDP:\: Wajib Bayar | NTB/NTP.| NTPN

No. | Kode Kantor | Jenis ODDP | Nomor DDP

| Tgl. DDP | Wajib Bayar | Jenis DBP | Nomor DBP | Tgl DBP| NTB/NTP Akun | Nitaz [KETERANGAN

akmi [aflait| kd ko2 | jnsddpz | mo ddp2 | tglddpz | wh2 | mtboatp2

Ho | - kd:kiel - | jns ddpl |- no ddpl npn2 | tgl ntpn2  |aken2 [nilai2]..

tgl.ddpl wb1 jus.dbpl ' no dbpl | gl dbpl| ntb ntpl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 23 | 24 25

KETERANGAN:

Kolom keterangan diisi dengan:
- Huruf "e", jika tanggal NTPN, akun, dan / atau nilai pada data penerimaan sudah sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan dokumen dasar pembayaran
- Huruf "', jika tanggal NTPN, akun, dan / atau nilai pada data penerimaan belum sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan dokumen dasar pembayaran (data pembanding sudah sesuai)
- Huruf "x", untuk keterangan lainnya (disertai penjelasan secara singkat pada kolom keterangan)



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT .. c.vtuuteun eunenreeaeeessassasasessssnsass ste enssesvessre snnsnsses s srsssesseos (3)
KERTAS KERJA A.8.2

RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG SESUAI DENGAN DATA PEMBANDING (METODE-8)

(DOKUMEN SUMBER BELUM DITEMUKAN)
PERIODE ....cvvviee e v et ee e sen et e sreevn e e svnsne e s snesen (4)

DATA PENERIMAAN

DATA PEMBANDING

Jenis DBP _ Nomor DBP. | Tgl. DBP | NTB /NTP

| Wajib Bayar | NIB/NTP |- NIPN | Tgl. ‘z‘anz‘_?&.

‘Nilai:

No. | Kode Kantor | Jenis GDDP. | Nomor DDP | ‘Tgh DDP | Wajib Bayar z@z“ Tgl NIPN | Akun|Nilai| Kode Kantor | Jenis NDDP | Nomor DDP | TgL DDP
no kd ki1 jos.ddp1 ‘| noddpi | tglddpl “owbl. ' jns dbpl 1 tgl dbpl |’ ntb_ntpl. | ntpnt [ ntpnl: |akond [nilait] kd ke2 0 jns.ddp2° | i no ddp2 tgl ddp2 “wb2 ntb_np2 |- nipn2 1 gl atpn2 | akun2nifai2 |
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 2 13 | 12 15 16 17 18 19 20 21 2 23 | u




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIAST TINGKAT ...t tntieteetutaetraeeeenrsses saenesssonsecssonnesnnsassnsesnnnsnssesessessessnnas 3)
KERTAS KERJA B

RINCIAN DATA PENERIMAAN YANG TIDAK TERCATAT PADA DATA PEMBANDING

DATA PENERIMAAN SATKER
. | Kode Kantor | Jenis UDDP | Nomor DDP | Tgl DDP | Wajib Bayar | Jenis DBP: | Nomor DBP | Tgl-DBP| NTB/NTP [NTPN| Tgl, NIPN | . Akan. | = Nilai
no’ kd kért | jns_ddpi no_ddp1 - | gl ddpl whi _jns dbpl | " no_dbpl | tel dbpl | ntb.sipl | ntpnl gl nipnl | alunl nilait:

7 2 3 1 5 6 7 3 9 10 11 2 13 14




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT ...cveerentisceeereeneenses ses e ses sas ete ave svnsensssses e s sns svesnssnsssnns (3)
KERTAS KERJA C
RINCIAN DATA PEMBANDING YANG TIDAK TERCATAT PADA DATA PENERIMAAN
PERIODE ....oocoeieirerectecresteeveste et steevesae e ees e e sesses e (8)

DATA PEMBANDING
No. | Kode Kantor | Jenis DDP | Nomor DDP | Tgl. DDP'/|. WajibBayar | = NTB/NTP _ . NIPN Tgl NIPN | Aken | - Nilai
ne kd ku2 | jns.ddp2 .| ‘no:ddp2 tgl ddp? wh2 ntb ntp2 - nipn2 Helatpn2 | akun2: | nilai2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

REKONSILIASI TINGKAT «..coovevvvte e eee et et soe et e eee e et eee e eemese e ese s srmses s aen 3)
KERTAS KERJA D
REKAPITULASI HASIL REKONSILIASI
PERIODE .....coovvveieenrieenraeens e eeeeessssnn s snsnns svs s sneven (4)

{DATA PEMBANDING
TRANSAKSI | . NHAT

1 |DATA AWAL=> KK-A dan KK-A.0

DATA COCOK (9 Metode):

- Metode-1 (NTPN, TGL. NTPN, AKUN, NILAJ) => KK-A.1
- Metode-2 (NTPN, AKUN, NILA]) => KK-A.2

- Metode-3 (NTPN, TGL. NTPN, NILAI) => KK-A.3

- Metode-4 (TGL. NTPN, AKUN, NILA]) => KK-A4

2 |- Metode-5 (NTB / NTP, AKUN, NILA]) => KK-A.5

- Metode-6 (NTPN, NILAT) => KX-A.6.1

- Metode-6 (NTPN, NILAD => KK-A.6.2

- Metode-7 (BULAN NTPN, AKUN, NILAD => KK-A.7.1

- Metode-7 (BULAN NTPN, AKUN, NILAL) => KK-A.7.2

- Metode-8 (NTPN) => KK-A.8.1

- Metode-8 (NTPN) => KK-A.8.2

3 |DATA PENERIMAAN YANG TIDAK TERCATAT PADA DATA PEMBANDING => KK-B

4 |DATA PEMBANDING YANG TIDAK TERCATAT PADA DATA PENERIMAAN => KK-C




PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA

A. PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A.6.1, A6.2, A7,
A71,A72, A8 A81, A82 danB:

Tempat isian pada angka (1) diisi dengan nama Kantor wilayah atau Kantor Pelayanan

Utama;

Tempat isian pada angka (2) diisi dengan nama Kantor;

Tempat isian pada angka (3) diisi dengan kata “Kantor”, “Wilayah”, atau “Pusat”,

sesuai dengan tingkat rekonsiliasi yang dilakukan;

Tempat isian pada angka (4) diisi dengan periode data yang dilakukan rekonsiliasi;

1.

2.
3.

Contoh: Data yang dipergunakan dalam rekonsiliasi adalah data penerimaan mulai

1 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011, maka tempat isian pada angka (4) diisi
dengan “1 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011”.

Tempat isian pada tabel:

Kolom isian pada kolom 1 s.d. 15 diisi dengan data yang bersumber pada data
penerimaan, dengan uraian sebagai berikut:

— Kolom 1 (No.) diisi dengan nomor urut record atau data penerimaan yang

a.

disajikan per transaksi pembayaran dan per akun;

Kolom 2 (Kode Kantor) diisi dengan kode kantor masing-masing sesuai dengan
kode kantor pada dokumen bukti pembayaran;

Kolom 3 (Jenis DDP) diisi dengan nama Dokumen Dasar Pembayaran (DDP)
yang menjadi dasar dilakukannya pembayaran;

Kolom 4 (Nomor DDP) diisi dengan nomor Dokumen Dasar Pembayaran (DDP)
yang menjadi dasar dilakukannya pembayaran;

Kolom 5 (Tanggal DDP) diisi dengan tanggal Dokumen Dasar Pembayaran
(DDP) yang menjadi dasar dilakukannya pembayaran;

Kolom 6 (Wajib Bayar) diisi dengan nama wajib bayar yang melakukan
pembayaran;

Kolom 7 (Jenis DBP) diisi dengan nama Dokumen Bukti Pembayaran (DBP);
Kolom 8 (Nomor DP) diisi dengan nomor Dokumen Pembayaran (DBP);

Kolom 9 (Tanggal DP) diisi dengan tanggal Dokumen Pembayaran (DBP);
Kolom 10 (NTB / NTP) diisi dengan Nomor Transaksi Bank / Nomor Transaksi
Pos sesuai dengan yang tercantum dalam DBP;

Kolom 11 (NTPN) diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
sesuai dengan yang tercantum dalam DBP;

Kolom 12 (Tanggal NTPN) diisi dengan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam DBP;

Kolom 13 (Akun) diisi dengan kode akun sesuai dengan jenis akun
pembayarannya. Contoh: Akun Bea Masuk diisi dengan 412111;

Kolom 14 (Nilai) diisi dengan jumlah nilai pembayaran sesuai jenis akunnya.

Kolom isian pada kolom 15 s.d. 24 (khusus untuk Kertas Kerja A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A61, A62, A7, A71, A72, A8, A81, A8.2) diisi dengan data yang
bersumber pada data pembanding, dengan uraian sebagai berikut:

Kolom 15 (Kode Kantor) diisi dengan kode kantor sesuai dengan yang tercantum
dalam data pembanding;

Kolom 16 (Jenis DDP) diisi dengan nama Dokumen Dasar Pembayaran (DDP)
sesuai dengan yang tercantum dalam data pembanding;

Kolom 17 (Nomor DDP) diisi dengan nomor Dokumen Dasar Pembayaran
(DDP) sesuai dengan yang tercantum dalam data pembanding;

Kolom 18 (Tanggal DDP) diisi dengan tanggal Dokumen Dasar Pembayaran
(DDP) sesuai dengan yang tercantum dalam data pembanding;

Kolom 19 (Wajib Bayar) diisi dengan nama wajib bayar sesuai dengan yang
tercantum dalam data pembanding;



~ Kolom 20 (NTB) diisi dengan Nomor Transaksi Bank sesuai dengan yang
tercantum dalam data pembanding;

-~ Kolom 21 (NTPN) diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
sesuai dengan yang tercantum dalam data pembanding;

-~ Kolom 22 (Tanggal NTPN) diisi dengan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam data pembanding;

— Kolom 23 (Akun) diisi dengan kode akun sesuai dengan yang tercantum dalam
data pembanding;

—~ Kolom 24 (Nilai) diisi dengan jumlah nilai pembayaran sesuai dengan yang
tercantum dalam data pembanding.

c. Kolom isian pada kolom 25 (khusus untuk Kertas Kerja A.6.1, A.7.1, dan A.8.1), diisi
dengan keterangan sesuai ketentuan pengisian keterangan yang diuraikan pada
Kertas Kerja.

B. PETUJUK PENGISIAN KERTAS KERJA A.0 DAN C:

1.

2.
3.

4.

Tempat isian pada angka (1) diisi dengan nama Kantor wilayah atau Kantor Pelayanan
Utama;

Tempat isian pada angka (2) diisi dengan nama Kantor;

Tempat isian pada angka (3) diisi dengan kata “Kantor”, “Wilayah”, atau “Pusat”,
sesuai dengan tingkat rekonsiliasi yang dilakukan;

Tempat isian pada angka (4) diisi dengan periode data yang dilakukan rekonsiliasi;

Contoh: Data yang dipergunakan dalam rekonsiliasi adalah data penerimaan mulai 1
Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011, maka tempat isian pada angka (4) diisi
dengan 1 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011.

Tempat isian pada tabel (kolom 1 s.d. 11) diisi dengan data yang bersumber pada data

pembanding, dengan uraian sebagai berikut:

a. Kolom 1 (No.) diisi dengan nomor urut record atau data pembanding yang disajikan
per transaksi pembayaran dan per akun

b. Kolom 2 (Kode Kantor) diisi dengan kode kantor sesuai dengan yang tercantum
pada data pembanding;

¢. Kolom 3 (Jenis DDP) diisi dengan nama Dokumen Dasar Pembayaran (DDP) sesuai
dengan yang tercantum pada data pembanding;

d. Kolom 4 (Nomor DDP) diisi dengan nomor Dokumen Dasar Pembayaran (DDP)
sesuai dengan yang tercantum pada data pembanding;

e. Kolom 5 (Tanggal DDP) diisi dengan tanggal Dokumen Dasar Pembayaran (DDP)
sesuai dengan yang tercantum pada data pembanding;

f. Kolom 6 (Wajib Bayar) diisi dengan nama wajib bayar sesuai dengan yang
tercantum pada data pembanding;

g. Kolom 7 (NTB) diisi dengan Nomor Transaksi Bank sesuai dengan yang tercantum
pada data pembanding;

h. Kolom 8 (NTPN) diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai
dengan yang tercantum pada data pembanding;

i. Kolom 9 (Tanggal NTPN) diisi dengan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum pada data pembanding;

j- Kolom 10 (Akun) diisi dengan kode akun sesuai dengan yang tercantum dalam data
pembanding;

k. Kolom 11 (Nilai) diisi dengan jumlah nilai pembayaran sesuai dengan yang
tercantum pada data pembanding.

C. PETUJUK PENGISIAN KERTAS KERJA D

1.

2.
3.

Tempat isian pada angka (1) diisi dengan nama Kantor wilayah atau Kantor Pelayanan
Utama;

Tempat isian pada angka (2) diisi dengan nama Kantor;

Tempat isian pada angka (3) diisi dengan kata “Kantor”, “Wilayah”, atau “Pusat”,
sesuai dengan tingkat rekonsiliasi yang dilakukan;



4. Tempat isian pada angka (4) diisi dengan periode data yang dilakukan rekonsiliasi;

Contoh: Data yang dipergunakan dalam rekonsiliasi adalah data penerimaan mulai 1
Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011, maka tempat isian pada angka (4) diisi
dengan 1 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011.

5. Tempat isian pada tabel (kolom 3 s.d. 6) diisi data rekapitulasi hasil rekonsiliasi dengan

uraian sebagai berikut:

a. Kolom 3 (Jumlah Transaksi) diisi dengan jumlah record atau transaksi data
penerimaan sesuai uraian data rekonsiliasi pada kolom 2 (dalam angka);

b. Kolom 4 (Nilai) diisi dengan nilai penerimaan pada data penerimaan sesuai uraian
data rekonsiliasi pada kolom 2 (dalam angka);

c. Kolom 5 (Jumlah Transaksi) diisi dengan jumlah record atau transaksi pada data
pembanding sesuai uraian data rekonsiliasi pada kolom 2 (dalam angka);

d. Kolom 6 (Nilai) diisi dengan nilai penerimaan pada data pembanding sesuai uraian
data rekonsiliasi pada kolom 2 (dalam angka).

D. CATATAN:
1. Pengisian angka pada kolom “Nilai” dilakukan dengan ketentuan:
a. Nilai diisi dalam Rupiah;
b. Pemisahan angka ribuan tidak menggunakan titik (.) atau koma (,);

c. Pemisahan angka pecahan decimal menggunakan titik () dan maksimal
menggunakan 2 (dua) digit angka di belakang titik (.);

Contoh:
a. Pengetikan angka 50,000.00 dilakukan dengan cara mengetik angka 50000;
b. Pengetikan angka 100,000.50 dilakukan dengan cara mengetik angka 100000.50;

Selanjutnya dengan melakukan setting format angka /number (pada Microsoft Office
Excel) berupa “accounting” tanpa symbol mata uang, dan setting 2 (dua) digit angka
decimal, maka pengetikan pada huruf a dan b di atas akan menghasilkan tampilan:

a. 50,000.00
b. 100,000.50

2. Pengisian tanggal dilakukan dengan ketentuan:
a. Format pengetikan adalah dd/mm/yy;

b. dd = 2 (dua) digit tanggal / date ; mm = 2 (dua) digit bulan / month; dan yy = 2
(dua) digit tahun / year;

Contoh:
Pengetikan 27 Januari 1976 dilakukan dengan cara mengetik angka 27/01/76

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
’ DIREKTUR JENDERAL,
Sekretaris Direktorat Jenderal J
S u.b. t
" \%ﬁa‘}a Bagian umum d
By AGUNG KUSWANDONO

NIP 19670329 199103 1 001

/&:«

[k Fko Putro

NIF19690508 198912 1001

e



Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-23/BC/2011 tentang Tata Cara
Rekonsiliasi Penerimaan Pada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

......................................................................... 1)
......................................................................... )
......................................................................................... 3)
BERITA ACARA REKONSILIASI
NOMOR: BAR- .....coiiierereerecenernerieeenans 4)
Pada hari ini, ............... (B) tanggal ......ccovevcerrrireennen (6) bulan ........covvrnnne. (7)
tahun ...................... (8), kami yang bertanda tangan di bawah ini :
No. Nama NIP Jabatan
L ] i | e
2 ] e | e
ASt | i ] e | e
berdasarkan Surat Tugas .................cccoeevivieiiinnnn.n. (9) Nomor ST-..........cccccvueme. (10)
tanggal ... (11) .....covvninnenn.nn, (12) ceeirnennens (13), telah melaksanakan Rekonsiliasi data
penerimaan tingkat ........................... (14) pada ....coeevniieiiiiiiiie (15). Waktu
dan tempat pelaksanaan Rekonsiliasi adalah:
Waktu L e (16)
Tempat U (17)
Alamat e (18)

Hasil Rekonsiliasi adalah sesuai dengan Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Selanjutnya hasil rekonsiliasi tersebut akan
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani bersama
untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuatdi.............coeeeei (19)
................................. (20) e (23)
................................. (21) P (22 ]
................................ (22) RN (/o))
Mengetahui,
.............................. (26)
.............................. (27)



LNy

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)

Tempat isian pada angka (1) diisi dengan Unit Eselon II di Lingkungan DJBC;

Tempat isian pada angka (2) diisi dengan Unit Eselon III di Lingkungan DJBC;

Tempat isian pada angka (3) diisi dengan alamat Instansi / Unit Eselon terkait;

Tempat isian pada angka (4) diisi dengan nomor sesuai dengan ketentuan penomoran

dalam tata naskah dinas;

Tempat isian pada angka (5) diisi dengan nama hari pada saat Berita Acara Rekonsiliasi

dibuat dan ditandatangani;

Tempat isian pada angka (6) diisi dengan tanggal (dalam huruf) pada saat Berita Acara

Rekonsiliasi dibuat dan ditandatangani;

Tempat isian pada angka (7) diisi dengan nama bulan pada saat Berita Acara Rekonsiliasi

dibuat dan ditandatangani;

Tempat isian pada angka (8) diisi dengan tahun (dalam huruf) pada saat Berita Acara

Rekonsiliasi dibuat dan ditandatangani;

Tempat isian pada tabel:

a. Kolom Nama diisi dengan nama pejabat / pegawai yang diberi tanggung jawab untuk
melaksanakan rekonsiliasi dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi;

b. Kolom NIP diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat / pegawai yang namanya
tercantum pada kolom Nama;

c. Kolom Jabatan diisi dengan nama jabatan pejabat / pegawai yang namanya tercantum
pada kolom Nama; '

Tempat isian pada angka (9) diisi dengan nama jabatan penerbit Surat Tugas pelaksanaan

rekonsiliasi;

Tempat isian pada angka (10) diisi dengan nomor Surat Tugas pelaksanaan rekonsiliasi;

Tempat isian pada angka (11) diisi dengan tanggal (dalam angka) Surat Tugas pelaksanaan

rekonsiliasi;

Tempat isian pada angka (12) diisi dengan nama bulan Surat Tugas pelaksanaan

rekonsiliasi;

Tempat isian pada angka (13) diisi dengan tahun (dalam angka) Surat Tugas pelaksanaan

rekonsiliasi;

Tempat isian pada angka (14) diisi sesuai tingkat rekonsiliasi yang dilakukan (Kantor,

Wilayah, atau Pusat);

Tempat isian pada angka (15):

a. Dalam hal tempat isian pada angka (14) diisi dengan “kantor”, maka tempat isian angka
(15) diisi dengan nama Kantor;

b. Dalam hal tempat isian pada angka (14) diisi “wilayah”, maka tempat isian angka (15)
diisi dengan nama Kantor Wilayah, atau

c. Dalam hal tempat isian pada angka (14) diisi dengan “pusat”, maka tempat isian angka
(15) diisi dengan Kantor Pusat.

Tempat isian pada angka (16) diisi dengan waktu pelaksanaan rekonsiliasi sesuai Surat

Tugas;

Tempat isian pada angka (17) diisi dengan tempat dilaksanakannya rekonsiliasi sesuai

Surat Tugas;

Tempat isian pada angka (18) diisi dengan alamat tempat dilaksanakannya rekonsiliasi

sesuai Surat Tugas;

Tempat isian pada angka (19) diisi dengan lokasi tempat dilaksanakannya rekonsiliasi

sesuai Surat Tugas;

Tempat isian pada angka (20) dan (23) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi nama jabatan pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan nama jabatan pejabat dan / atau pegawai yang
melaksanakan rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi nama jabatan pejabat yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan nama jabatan pejabat yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi nama jabatan pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan nama jabatan pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor Wilayah dan Kantor;

Tempat isian tersebut (isian angka (20) dan (23) dapat ditambah apabila diperlukan;



23. Tempat isian pada angka (21) dan (24) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi nama pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan nama pejabat dan / atau pegawai yang melaksanakan
rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi nama pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan nama pejabat yang Dbertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi nama pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan nama pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor Wilayah dan Kantor;

24. Tempat isian pada angka (22) dan (25) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi NIP pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan NIP pejabat dan / atau pegawai yang melaksanakan
rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi NIP pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan NIP pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
rekonsiliasi dari Kantor;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan NIP pejabat yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor Wilayah dan Kantor;

25. Tempat isian pada angka (26) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi nama jabatan atasan langsung pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi nama jabatan atasan langsung pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi nama jabatan atasan langsung pejabat yang ditunjuk
oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

26. Tempat isian pada angka (27) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi nama atasan langsung pejabat yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi nama atasan langsung pejabat yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi nama atasan langsung pejabat yang ditunjuk oleh
pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

27. Tempat isian pada angka (28) diisi dengan ketentuan:

d. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi NIP atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

e. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi NIP atasan langsung pejabat yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi;

f. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi NIP atasan langsung pejabat yang ditunjuk oleh pejabat
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
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IV.Laporan Pelaksanaan:
A. Data Rekonsiliasi:

1.

Data penerimaan yang direkonsiliasi adalah data penerimaan sebagaimana
tercantum dalam KK-A dengan rincian:

a. Jumlah transaksi / record L e (4)
b. Jumlah / Nilai Penerimaan ... (5)
Data penerimaan yang menjadi data pembanding adalah sebagaimana tercantum
dalam KK-A.0 dengan rincian:

a. Jumlah transaksi / record 1. (6)
b. Jumlah / Nilai Penerimaan : ... (7)

B. Proses Rekonsiliasi:

1.

Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-1 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data NTPN, Tanggal NTPN, Akun, dan Nilai Penerimaan,
menghasilkan data yang sesuai sebagai berikut (rincian sebagaimana tercantum dalam
KK-A.1):

Data Penerimaan Data Pembanding
Jumlah oo Jumlah o Keterangan
Transaksi Nilai transaksi Nilai
................... @) | i (9) | i (10) | e (D) | . (12)

Data hasil rekonsiliasi di atas merupakan data yang sudah sesuai.

Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-2 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data NTPN, Akun, dan Nilai Penerimaan, menghasilkan data
yang sesuai sebagai berikut (rincian sebagaimana tercantum dalam KK-A.2):

Data Penerimaan Data Pembanding
Jumlah o Jumlah o Keterangan
Transaksi Nilai transaksi Nilai
................... @) | v ) | v (10) | e (1) | e (12)

Data hasil rekonsiliasi di atas merupakan data yang sudah sesuai.

Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-3 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data NTPN, Tanggal NTPN, dan Nilai Penerimaan,

menghasilkan data yang sesuai sebagai berikut (vincian sebagaimana tercantum dalam
KK-A.3):




Data Penerimaan Data Pembanding
Jumlah . Jumlah o Keterangan
Transaksi Nilai transaksi Nilai
................... B) | corerverereennn (9 | i (10) | e AD | . (12)

Data hasil rekonsiliasi di atas merupakan data yang sudah sesuai.

4. Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-4 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data Tanggal NTPN, Akun, dan Nilai Penerimaan,
menghasilkan data yang sesuai sebagai berikut (rincian sebagaimana tercantum dalam

KK-A.4):
Data Penerimaan Data Pembanding
Jumlah o Jumlah o Keterangan
Transaksi Nilai transaksi Nilai
................... (8) cvvrrsesnnnenens (D) | i (10) | i (1) | v (12)

Data hasil rekonsiliasi di atas merupakan data yang sudah sesuai.

5. Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-5 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data NTB/NTP, Akun, dan Nilai Penerimaan, menghasilkan
data yang sesuai sebagai berikut (rincian sebagaimana tercantum dalam KK-A.5):

Data Penerimaan Data Pembanding
Jumlah . Jumlah . Keterangan
Transaksi Nilai transaksi Nilai
................... 8) creveeneennnnenes (9) | i (10) | e A1) | . (12)

Data hasil rekonsiliasi di atas merupakan data yang sudah sesuai.

6. Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-6 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data NTPN, dan Nilai Penerimaan, menghasilkan data yang
sesuai sebagai berikut (rincian sebagaimana tercantum dalam KK-A.6):

Data Penerimaan Data Pembanding
No. T{-I;;I;lzltlsi Nilai tg::;laeg;i Nilai Keterangan
) (10) (11)
1 KK-A.6.1
2 KK-A.6.2
Total KK-AG

Hasil penelusuran terhadap dokumen sumber atas data pada KK-A.6.1 adalah
sebagaimana tabel berikut.

Data Penerimaan

No. TJr gﬁlslzl?si Nilai Keterangan
(8)

1 Tanggal NTPN dan / atau akun pada data
penerimaan sudah sesuai dengan dokumen
bukti pembayaran dan dokumen dasar
pembayaran

2 Tanggal NTPN dan / atau akun pada data

penerimaan belum sesuai dengan dokumen
bukti pembayaran dan dokumen dasar
pembayaran (data pembanding sudah sesuai)




3

Total

Terhadap data pada KK-A.6.2 akan dipergunakan sebagai bahan dalam rekonsiliasi
tingkat selanjutnya.

7. Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-7 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data Bulan NTPN, Akun, dan Nilai Penerimaan, menghasilkan
data yang sesuai sebagai berikut (rincian sebagaimana tercantum dalam KK-A.7):

Data Penerimaan Data Pembanding
No. TL:;nsl:ilsi Nilai ti::;i};i Nilai Keterangan
®) ©) (10) (11)
1 KK-A.7.1
2 KK-A.7.2
Total KK-A.7

Hasil penelusuran terhadap dokumen sumber atas data pada KK-A.7.1 adalah
sebagaimana tabel berikut.

Data Penerimaan
Jumlah .

No. Transaksi Nilai Keterangan

®) ©)

1 NTPN dan / atau Tanggal NTPN pada data
penerimaan sudah sesuai dengan dokumen
bukti pembayaran dan dokumen dasar
pembayaran

2 NTPN dan / atau Tanggal NTPN pada data
penerimaan belum sesuai dengan dokumen
bukti pembayaran dan dokumen dasar
pembayaran (data pembanding sudah sesuai)

3 Lainnya

Total

Terhadap data pada KK-A.7.2 akan dipergunakan sebagai bahan dalam rekonsiliasi
tingkat selanjutnya.

8. Rekonsiliasi dengan menggunakan Metode-8 yaitu proses pencocokan dengan
menggunakan elemen data NTPN, menghasilkan data yang sesuai sebagai berikut
(rincian sebagaimana tercantum dalam KK-A.8):

Data Penerimaan Data Pembanding
Jumlah - Jumlah o
No- | Transaksi Nilai transaksi Nilai Keterangan
8) (&) (10 (11)
1 KK-A.8.1
2 KK-A.8.2
Total KK-A.8

Hasil penelusuran terhadap dokumen sumber atas data pada KK-A.8.1 adalah
sebagaimana tabel berikut.

No.

Data Penerimaan

Jumlah

Transaksi Nilai

Keterangan




(8)

©)

Tanggal NTPN, Akun, dan / atau Nilai pada
data penerimaan sudah sesuai dengan
dokumen bukti pembayaran dan dokumen
dasar pembayaran.

Tanggal NTPN, Akun, dan / atau Nilai pada
data penerimaan belum sesuai dengan
dokumen bukti pembayaran dan dokumen
dasar pembayaran (data pembanding sudah
sesuai)

3

Total

L

9. Terhadap data pada KK-A.8.2 akan dipergunakan sebagai bahan dalam rekonsiliasi

tingkat selanjutnya.

10. Setelah melalui tahapan rekonsiliasi dengan 8 (delapan) metode tersebut di atas,
terdapat data sebagai berikut.

Jumlah o
. Nilai
No. Uraian transaksi Keterangan
(8) ©)
1 | Data penerimaan yang tidak KK-B
tercatat pada data pembanding
2 | Data pembanding yang tidak KK-C

tercatat pada data penerimaan

Total

Terhadap data tersebut di atas akan dipergunakan sebagai bahan dalam rekonsiliasi

tingkat selanjutnya.

C. Kesimpulan:

Berdasarkan proses rekonsiliasi tersebut di atas, dapat disampaikan resume hasil
rekonsiliasi sebagai berikut (sesuai KK-D):

Data Penerimaan Data Pembanding
Uraian T]r Zg;l:ilsi Nilai tl{:::i;i Nilai
(13) (14) (16)
Sesuai dengan Metode-1 | vvvceeee | vvvvrieieiees | v | e,
Sesuai dengan Metode-2 | ovverceees | e | e e,
Sesuai dengan Metode-3 | e | v | e | e,
Sesuai dengan Metode-4 | e | s | e | evverreeerennnn,
Sesuai dengan Metode-5 | s | e | e | e,
Sesuai dengan Metode-6 | .cececee | v | e | e,
Sesuai dengan Metode-7 | e | e | e | e,
Sesuai dengan Metode-8 | s | i | i | oo
TidakSesuai | e | s | e | e,
................................. (17) R ¢21)]
................................. (18) RN (24 §)
................................ (19) el (22)




o

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL REKONSILIASI (LHR)

Tempat isian pada angka (1) diisi dengan Surat Tugas pelaksanaan rekonsiliasi yang

meliputi nomor dan tanggal Surat Tugas;

Tempat isian pada angka (2) diisi jenis tugas sesuai yang tercantum dalam Surat Tugas;

Tempat isian pada angka (3) diisi dengan waktu pelaksanaan rekonsiliasi sesuai yang

tercantum dalam Surat Tugas;

Tempat isian pada angka (4), (6), (8), (10), (13), dan (15) diisi dengan jumlah transaksi /

record dalam angka;

Tempat isian pada angka (5), (7), (9), (11), (14), dan (16) diisi dengan jumlah nilai dalam

angka;

Tergnpat isian pada angka (12) diisi dengan keterangan / catatan yang diperlukan;

Tempat isian pada angka (17) dan (20) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi nama jabatan pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan nama jabatan pejabat dan / atau pegawai yang
melaksanakan rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi nama jabatan pejabat yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan nama jabatan pejabat yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi nama jabatan pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan nama jabatan pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor Wilayah dan Kantor;

Tempat isian tersebut (isian angka (17) dan (20) dapat ditambah apabila diperlukan;

Tempat isian pada angka (18) dan (21) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi nama pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan nama pejabat dan / atau pegawai yang melaksanakan
rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi nama pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan nama pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi nama pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan nama pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor Wilayah dan Kantor;

10. Tempat isian pada angka (19) dan (22) diisi dengan ketentuan:

a. Rekonsiliasi Tingkat Kantor: diisi NIP pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan NIP pejabat dan / atau pegawai yang melaksanakan
rekonsiliasi;

b. Rekonsiliasi Tingkat Wilayah: diisi NIP pejabat yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan rekonsiliasi dan NIP pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
rekonsiliasi dari Kantor;

c. Rekonsiliasi Tingkat Pusat: diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan NIP pejabat yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan rekonsiliasi dari Kantor Wilayah dan Kantor
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